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Pendahuluan 
Penghujung 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi (INPRES) kepada para 
Menteri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Gubernur dan Bupati dilingkungan pemerintahan 
provinsi Papua dan Papua Barat, mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi 
Papua dan Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, 
infrastruktur dasar, infrastruktur digital, guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan 
Papua Barat yang damai dan sejahtera. 
INPRES Nomor 9 Tahun 2017 ini, ditandatangani Presiden Jokowi pada 11 Desember 2017, 
sehari setelah peringatan “International Human Rights Day”. Inpres ini tidak banyak sambutan 
dan sepi pemberitaan, dibandingkan pemberitaan media mengenai aksi-aksi massa, mahasiswa 
dan pemuda dari berbagai daerah di Tanah Papua dan diluar Papua pada saat itu, yang 
menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di masa lalu dan belum 
terselesaikan hingga hari ini, serta menuntut penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli 
Papua.  
Seperti halnya kebijakan program pemerintahan sebelumnya1, Presiden Jokowi juga luput 
dengan kebijakan penyelesaian permasalahan mendasar di Papua yaitu pelanggaran HAM. 
Pertengahan tahun 2016, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa 
pemerintah sedang mempersiapkan program holistik atau menyeluruh untuk membangun 
Tanah Papua melalui penyelesaian terintegrasi, termasuk menyelesaikan permasalahan HAM2.  
Realitasnya berbeda, pemerintah cenderung mengeyampingkan dan mengabaikan  
permasalahan pelanggaran HAM, atau menawar penyelesaiannya tanpa melalui pengadilan, 
melainkan lewat musyawarah mufakat. Pemerintah lebih mengutamakan program 
pembangunan “kesejahteraan”, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas, jalan, 
bandara, pelabuhan, jaringan komunikasi, pasar dan sebagainya, yang kian bertambah 
sepanjang tiga tahun terakhir. Namun, pembangunan tersebut tidak menghentikan aksi-aksi 
kekerasan dan pelanggaran HAM, yang jumlahnya bertambah dan membesar di era 
pemerintahan Jokowi. Pemerintah menempatkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM 
bukan menjadi landasan dan langkah utama menuju pembangunan ekonomi, melainkan 
mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai strategi melupakan persoalan HAM. 
Kami mendokumentasikan kejadian pelanggaran HAM yang terjadi dibeberapa daerah di Tanah 
Papua sepanjang tahun 2017 yakni (1) kasus penghadangan aksi demonstrasi diikuti pelarangan 
dan penangkapan semena-mena terjadi dalam beberapa waktu berbeda dengan jumlah warga 

                                                           
1 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Inpres Nomor 5 tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 

85 tahun 2011, terkait percepatan pembangunan di Papua. Perpres ini menyentil tentang pemetaan sumber 

permasalahan HAM di Papua, tidak menyebutkan upaya penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM. 

2 Lihat http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/30/ o6gbmv382-pemerintah-siapkan-program-

holistik-bangun-papua  



Data Korban Pelanggaran HAM di PapuaTahun 2017 

yang ditangkap sebanyak 345 orang, (2) kasus penangkapan diikuti penyiksaan dengan korban 
sebanyak 137 orang, (3) jumlah warga ditangkap, disiksa dan meninggal sebanyak 2 (dua) 
orang, (4) jumlah korban kekerasan dan meninggal dalam insiden protes sebanyak 2 (dua) 
orang. Dua kasus terakhir terkait dengan program ekonomi yakni protes warga atas 
pengelolaan dana kampung di Kimaam dan konflik nelayan setempat dengan nelayan dari luar 
Papua. Kasus-kasus ini melibatkan aparat kemanan negara TNI dan Polri. 
 

 
Angka korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tidak pernah berkurang. Karenanya, 
banyak komentar miring pemerhati HAM terhadap Inpres Jokowi tersebut. Pembangunan tidak 
dapat menggantikan korban pelanggaran HAM dan serta merta melupakan ingatan penderitaan 
(memoria passionis).  Nilai dan hak-hak hidup manusia yang diabaikan, bahkan dengan mudah 
dihilangkan, martabat direndahkan, diperlakukan secara tidak adil, tanpa perlindungan, hak-hak 
hukum diabaikan, tanpa kebebasan dan termasuk hak untuk menentukan pembangunan tidak 
akan pernah dapat dilupakan hanya karena ada pembangunan jalan, pelabuhan dan berbagai 
infrastruktur fisik. Karenanya menjadi pertanyaan penting adalah untuk siapakah semua 
pembangunan itu jika martabat manusia Papua tak pernah diupayakan pemulihannya secara 
nyata dalam kebijakan dan konsisten dalam pelaksanaan?. 
Demikian pula, paradigma pembangunan negara masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, 
sentralistik dan berbasis pada modal skala besar. Meskipun disebutkan berulang-ulang strategi 
pendekatan pembangunan dan pengembangan wilayah mengutamakan keunggulan komparatif 
daerah, berbasis budaya dan wilayah adat, Namun praktiknya tidak demikian. Pemerintah 
menetapkan pusat pertumbuhan ekonomi secara nasional dan wilayah pengembangan 
strategis. Kawasan strategis tersebut menjadi sasaran pengembangan program infrastruktur 
dan konektivitas wilayah, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan swasta dan pemodal 
besar. 
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Ijin Baru 

Perkebunan 

Kelapa Sawit 

(2017) untuk tiga 

perusahaan seluas 

53.806 ha. 

Perampasan Tanah dan Deforestasi di Papua 
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 
43, ayat (4) dan penjelasannya, secara tersirat mengatur bahwa penyediaan tanah ulayat untuk 
keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat adat untuk memperoleh 
kesepakatan. Musyawarah tersebut mendahului penerbitan surat ijin perolehan dan pemberian 
hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan menjadi syarat penerbitan izin dan keputusan 
pemberian hak. Namun, implementasi ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan, secara sengaja 
dan atau diabaikan. 
Di Tanah Papua, negara mempunyai otoritas luas mengkontrol dan menentukan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya alam. Negara sedemikian rupa mengatur dan mengkonstruksi 
pola dan struktur ruang, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, berdasarkan pengetahuan 
formal dan kepentingan ekonomi, yang terkadang kontradiktif dengan sistem nilai dan 
pengetahuan masyarakat adat setempat. Disini negara maupun korporasi yang didukung 
negara telah mencaplok dan merampas tanah-tanah tanpa persetujuan masyarakat adat Papua.  
Perampasan tanah juga dilakukan negara melalui penerbitan ijin usaha pemanfaatan 
sumberdaya alam dalam skala luas, serta berbagai fasilitas kemudahan berinvestasi kepada 
para pemodal besar, yang dilakukan tanpa musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat 
adat setempat. Kebijakan dan praktik pembangunan demikian mengeksklusi Orang Asli Papua, 
mengabaikan hak legal dan peran mereka dalam menentukan pembangunan, membuat warga 
kehilangan hak dan akses terhadap tanah dan sumber kehidupannya. 
Sepanjang tahun 2017, pemerintah menerbitkan ijin-ijin baru untuk usaha perkebunan dan 
pertambangan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan ijin pelepasan 
kawasan hutan kepada tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri pangan, yakni: 
PT. Bangun Mappi Mandiri di Kabupaten Mappi pada Juli 2017 (18.006 ha), PT. Agriprima Cipta 
Persada di Kabupaten Merauke pada Juli 2017 (6.200 ha), dan PT. Menara Wasior di Kabupaten 
Teluk Wondama pada September 2017 (28.880 ha). 
Rencana PT. Menara Wasior sudah menciptakan keresahan dan 
penolakan warga setempat. Pada Juni 2015, PUSAKA mengirimkan 
surat kepada Menteri LHK untuk tidak memproses permohonan ijin 
pelepasan kawasan hutan PT. Menara Wasior, (anak perusahaan 
Salim Group), alasannya daerah konsesi dimaksud merupakan 
tempat terjadinya pelanggaran HAM berat “Wasior Berdarah” 
(2001) yang belum diselesaikan hingga hari ini. Dalam beberapa 
kesempatan percakapan, masyarakat adat setempat 
mengartikulasikan penolakan kehadiran perusahaan karena lebih 
banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Alasan lain, didaerah 
tersebut merupakan sumber pangan masyarakat dan terdapat tempat-tempat situs sosial 
budaya. Aspirasi ini disampaikan secara terbatas karena mereka tidak merasa bebas 
menyampaikan penolakan secara terbuka dan masih trauma dengan kekerasan dimasa lalu.  
Pemerintah juga menerbitkan ijin baru usaha pertambangan kepada enam perusahaan pada 
tahun 2017, yakni 4 (empat) perusahaan pertambangan di wilayah Provinsi Papua, terdiri dari: 
PT. Wira Emas Persada di Nabire (eksplorasi logam DMP, 1.242 ha), PT. Aurum Wira Persada di 
Nabire (eksplorasi logam DMP, 13.880 ha), PT. Trident Global Garmindo (eksplorasi logam DMP, 
17 830 ha), dan PT. Madinah Qurrata’ain di Dogiyai (eksplorasi emas DMP, 23.340 ha); serta 2 



(dua) perusahaan di wilayah Provinsi Papua Barat, terdiri dari: PT. Bayu Khatulistiwa Sejahtera 
di Manokwari (eskplorasi emas, 7.741 ha), PT. Dharma Nusa Persada (eksplorasi emasi, 20.805 
ha).  
Pada Maret 2017, Menteri LHK membuat keputusan Nomor SK.172/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/ 
2017, tentang perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung Momi Anggi di Gunung Botak, 
Kabupaten Manokwari Selatan, seluas 2.318 hektar, untuk menjadi hutan produksi konversi 
(HPK) seluas 231 ha dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 2.100 ha. Keputusan ini diduga 
untuk mengakomodasikan kepentingan perusahaan tambang pasir kuarsa PT. SDIC. Padahal 
sebelumnya (2013), pemerintah daerah memohonkan kawasan hutan tersebut diubah menjadi 
Areal Penggunaan Lain (APL) karena disekitarnya terdapat kampung-kampung yang dihuni 
Orang Asli Papua, tetapi tidak diijinkan.  
Kebijakan dan pemberian ijin-ijin baru tersebut bertentangan dengan komitmen dan kebijakan 
Presiden Jokowi tentang moratorium konsesi lahan sawit dan tambang pada April 2016. 
Presiden Jokowi juga menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan 
Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 
Idealnya, komitmen dan kebijakan ini dapat memberikan kesempatan kepada negara untuk 
mengevaluasi, mereview dan mengendalikan ijin-ijin pemanfaatan hasil hutan dan lahan yang 
bertentangan dengan undang-undang, cacat hukum serta merugikan hak masyarakat adat. 
Pemerintah mengabaikan dan membiarkan terjadi pelanggaran komitmen dan aturan yang 
dibuat sendiri untuk kepentingan ekonomi. 
Pemberian ijin baru ini berpotensi memperluas terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di 
Papua yang cenderung meningkat. Tahun 2017 ini, pembongkaran dan penggusuran kawasan 
hutan untuk kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam jumlah yang cukup luas 
terjadi dibeberapa tempat, yakni: perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agriprima Persada 
Mulia (Merauke), PT. Kartika Cipta Pratama (Boven Digoel), PT. Permata Putera Mandiri (Sorong 
Selatan). 
Perusahaan PT. Permata Putera Mandiri (PPM), anak perusahaan PT. Austindo Nusantara Jaya 
(ANJ) merupakan anggota RSPO (Roiundtable Sustainable Palm Oil), yang mengsyaratkan 
anggotanya prinsip dan kriteria RSPO antara lain wajib memperoleh lahan dengan menghormati 
prinsip-prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent) dan tidak melakukan pengolahan lahan pada 
daerah yang bernilai konservasi tinggi.  
Praktiknya berbeda dilapangan, perusahaan menggusur tempat penting masyarakat, 
perusahaan bersama aparatus keamanan negara terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap 
warga yang menuntut haknya. Kebijakan dan praktik pembangunan yang merampas tanah 
diikuti dengan tindakan kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan sekaligus menjadi sumber 
pelanggaran HAM di Papua. 
 

Kekerasan terhadap Warga dan Aktivis Masyarakat Adat 
Perampasan tanah seringkali diikuti dengan aksi pemaksaan dan kekerasan melibatkan 
aparatus negara dan perusahaan, sejak proses negosiasi perolehan lahan, penyelesaian konflik 
dan kegiatan produksi. Negara dan perusahaan menggunakan pendekatan keamanan dengan 
cara kekerasan fisik dan verbal untuk menggembosi, meredam dan menaklukkan aksi-aksi 
masyarakat dan buruh. Perusahaan juga diduga terlibat memprovokasi kelompok tertentu dan 



bertindak main hakim sendiri (vigilantism) menyerang aktivis pembela masyarakat adat dan 
lingkungan, maupun keluarganya. 
Pada tahun 2017, kami mendokumentasikan empat kasus kekerasan yang berhubungan dengan 
industri perkebunan dan pertambangan di Papua, sebagai berikut:  
1. Kekerasan terhadap warga bernama Yan Ever Mengge alias Bowake, asal Kampung 

Puragi, Distrik Metamani, Kabupatan Sorong Selatan, Papua Barat, dilakukan oleh aparat 
Brimob yang bertugas di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera 
Mandiri (PPM), pada 23 Oktober 2017. Kasus ini bermula dari aktivitas PT. PPM yang 
melakukan pembongkaran dan penggusuran hutan milik masyarakat adat suku Iwaro 
tanpa ada musyawarah mufakat. Bowake dan beberapa warga melakukan palang adat 
dan menuntut perusahaan membayar kerugian masyarakat. Perusahaan memanggil 
petugas Brimob, lalu mengeroyok memukul dan menyiksa Bowake yang sudah terjatuh 
ketanah. Brimob  menggunakan popor senjata laras panjang memukul bagian leher, 
punggung, pinggang dan lutut. Mereka menendang dengan sepatu lars ke bagian perut, 
rusuk dan dada. Sebelumnya empat warga setempat juga menjadi korban kekerasan 
verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh Brimob di PT. PPM, yakni Nataniel Orpae, 
Arnold Bumere dan Edison Oropae.  

2. Kekerasan terhadap aktivis masyarakat adat Robertino Hanebora dan Gunawan 
Inggeruhi, serta Titus Ruban (wartawan tabloidjubi.com) asal dari Nabire. Mereka 
diserang dan dipukul sekelompok orang dilokasi pertambangan, kilometer 39, Kali 
Mosairo, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, pada Kamis, 29 Juni 2017. Kasus ini bermula 
dari korban dan Kepala Sub Suku Kampung Nifasi, Azer Monei, hendak menegur 
perusahaan pertambangan PT. Kristalin Eka Lestari (KEL) yang tidak patuh pada surat 
Kepala Suku Besar Wate terkait pemberhentian operasi pertambangan di Kali Mosairo. 
Namun, saat sedang berdiskusi dengan mandor perusahaan, tiba-tiba datang puluhan 
orang membawa peralatan potongan balok kayu, panah, parang, pisau dan batu, sambil 
berteriak menanyakan wartawan. Korban dan kepala suku keluar untuk menjelaskan 
maksud mereka, tetapi tidak dipedulikan dan memukul korban dengan balok hingga 
mengenai bagian badan, tangan dan rusuk. Korban Titus juga ditempeleng dan dikejar 
dengan parang. Lalu, semua korban melarikan diri dengan mobil. 

3. Kekerasan verbal dialami korban bernama Egedius Pius Suam, Kepala Suku Auwyu di 
Kabupaten Boven Digoel dan juga menjabat Ketua II LMA Boven Digoel, beralamatkan di 
Kampung Ampera, Tanah Merah, Boven Digoel, yang dilakukan oleh sekelompok orang, 
diduga pendukung perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari, terjadi 
pada 14 Oktober 2017. Kelompok orang tersebut mendatangi rumah Edigius dan 
mengeluarkan kata-kata kasar, merendahkan, menteror dan mengancam akan 
membunuh Egedius yang dituding menghalang-halangi rencana perusahaan perkebunan 
kelapa sawit PT. Indo Asiani Lestari beroperasi ditanah adat mereka.  

4. Kekerasan terhadap aktivis masyarakat adat bernama Adolfina Kuum alias Doli 
(perempuan, 36 tahun), aktivis front aksi Masyarakat Adat Independen (MAI) di Timika, 
yang  berdomisili di Jalan Heatubun, Kwamki, Timika, Papua, yang diserang orang tak 
dikenal (OTK) pada Rabu malam, 20 Desember 2017, pukul 12.00 WIT, berlokasi tepat 
didepan rumahnya. Doli saat itu sedang duduk minum teh di para-para, didatangi tiga 
orang mengendarai kendaraan motor dan salah seorang diantaranya dengan pedang 



samurai hendak menyerang dan membacok korban, namun korban sempat menghindar 
dan melarikan diri sambil berteriak. Keluarga korban yang berada disamping rumah, 
sempat mengejar pelaku, namun pelaku sudah kabur. Korban Doli diketahui mengalami 
luka lecet disiku tangan kanan. Penyerangan ini diduga berhubungan dengan aktivitas 
Doli melakukan aksi dan kampanye penolakan PT. Freeport dan memperjuangkan hak 
masyarakat adat setempat. 

 

Meluasnya Aksi Protes Perampasan Tanah  
Kebijakan dan praktik pembangunan yang kontradiktif, tidak adil, melanggar HAM, merugikan 
masyarakat adat dan hanya menguntungkan kelompok dominan tertentu, mendorong 
terbentuknya gerakan masyarakat, yang semakin kritis terhadap sistem sosial rezim berkuasa 
dan menuntut perubahan. Fenomena gerakan masyarakat dan protes atas perampasan tanah 
semakin meluas di Papua, dimotori oleh organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, 
mahasiswa, kelompok studi, hingga aktivis pemuda kampung. Aksi-aksi dilakukan dalam 
berbagai bentuk dilakukan ditingkat lokal kampung hingga ke pusat pemerintahan di kabupaten 
dan provinsi, nasional dan internasional. 
Kami mendokumentasikan aksi-aksi protes berhubungan dengan isu dan praktik perampasan 
tanah di Papua sepanjang tahun 2017, sebagai berikut: 
 
1. Sepanjang Maret dan April 2017, Front aksi Masyarakat Adat Independen (MAI) Timika, 

terdiri dari perwakilan masyarakat adat Kamoro dan Amungme, korban perusahaan 
pertambangan PT. Freeport Indonesia (FI), aktif melakukan aksi protes terkait 
perampasan tanah untuk pertambangan PT. FI dan perundingan pemerintah dengan PT. 
FI yang tidak melibatkan masyarakat. Sejak Februari 2017, pemerintah berunding 
dengan PT. FI, terkait antara lain stabilitas investasi, terkait ketentuan fiskal dan 
perpajakan, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi dan pembangunan 
smelter. Namun, perundingan ini minim keterlibatan masyarakat adat pemilik tanah 
untuk menentukan pemanfaatan industri ekstraktif PT. FI di wilayah mereka. Hal ini 
sudah terjadi sejak awal kehadiran PT. FI dan terjadi perampasan tanah secara paksa. 
MAI menuntut agar PT. FI ditutup dan dilakukan audit atas kekayaan PT. FI, karena 
kehadiran PT. FI hanya merugikan masyarakat, terjadi pelanggaran HAM dan merusak 
lingkungan. Laporan Earthworks dan Mining Watch Canada (2012) menyampaikan 
limbah Grasberg telah mengubur sekitar 166 Km2 wilayah setempat yang dulunya hutan 
produktif dan lahan basah, ikan sebagian besar sudah hilang. Sedimentasi akibat tailing 
PT. FI sudah meluap ke pinggiran sungai, membuat mati ikan-ikan, udang, kerang, yang 
menjadi sumber makanan dan basis ekonomi orang Kamoro sejak dulu.3 

2. Pada Juni 2017, masyarakat adat Yimnawai Gir di Arso, Kabupaten Keerom, dimotori 
dewan adat dan pemuda setempat, melakukan aksi demonstrasi di lokasi pabrik 
perusahaan perkebunan kelapa sawit PTPN II Arso dan Kantor Bupati Keerom. 
Masyarakat adat menuntut pemerintah dan perusahaan mengembalikan tanah adat 

                                                           
3 www.tabloidjubi.com; senin, 03 April 2017; Terkait masa depan Freeport, MAI bersikukuh: tutup, audit, baru 

berunding.  

http://www.tabloidjubi.com/


seluas 50.000 hektare yang dirampas untuk perkebunan kelapa sawit saat Papua 
menjadi daerah operasi militer (DOM) tahun 1980 an. Aksi serupa dilakukan masyarakat 
pada tahun-tahun sebelumnya dan belum mendapatkan tanggapan berarti.   

3. Pada Oktober 2017, puluhan warga Suku Yerisiam dari Kampung Sima, Distrik Yaur, 
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, melakukan aksi protes di depan gedung DPRD 
Nabire. Mereka membawa poster meminta pemerintah menghentikan perampasan 
tanah adat dan mendesak pemerintah mencabut ijin usaha tambang di wilayah adat 
Yerisiam, yang dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat. Tahun 2011, pemerintah 
Provinsi Papua menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Pasific Mining 
Jaya di Distrik Yaro, Nabire, luasnya 21.530 hektare. Daerah tersebut di klaim sebagai 
wilayah adat Suku Yerisiam Gua. Selain itu, pemerintah juga memberikan IUP kepada PT. 
Pasific Mining Jaya di daerah Makimi dan Uwapa, seluas 83.000 hektare dan PT. Benliz 
Pacific seluas 94.500 hektare. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan modal 
asing. Pemerintah belum pernah berunding dan meminta persetujuan dengan 
masyarakat adat setempat sebelum menerbitkan IUP tersebut.  

4. Pada November 2017, perwakilan Suku Yerisiam Gua dan Suku Wate dari Nabire, 
Provinsi Papua, bergabung dengan puluhan massa aksi dari organisasi mahasiswa dan 
pemuda Papua di Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Mereka melakukan aksi di 
Kantor Gubernur, menuntut Gubernur Papua mencabut 52 ijin usaha pertambangan di 
Papua. Massa aksi menuntut Gubernur untuk melindungi usaha tambang rakyat skala 
kecil yang diusahakan oleh pengusaha dan masyarakat adat Papua. 

5. Pada 30 November 2017, Front Pembela Peduli Lembah Kebar di Manokwari, terdiri dari 
mahasiswa dan pemuda setempat, melakukan aksi di Kantor MRP (Majelis Rakyat 
Papua) di Manokwari. Front aksi ini menolak SK Menteri Kehutanan Nomor 
837/MENHUT-II/2014 tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit 
oleh PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP), seluas 19.368 hektare di Kebar dan Senopi, 
Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Mereka memrotes atas ijin yang diberikan tanpa 
diketahui dan melibatkan masyarakat adat setempat. Selain itu, dalam pembicaraan 

Credit photo by tribun.arafura.com 



jenis komoditi yang ditanam adalah jagung, tetapi dalam ijin disebutkan kelapa sawit. 
Sebelumnya pada 17 November 2017, perwakilan masyarakat adat Mpur di Kebar 
membuat surat pernyataan menolak berbagai surat keputusan terkait perijinan 
perusahaan PT. BAPP yang diterbitkan Menteri dan pemerintah daerah, maupun pihak-
pihak tertentu mengatasnamakan masyarakat. 

6. Pada 11 Desember 2017, berkenaan dengan peringatan hari HAM Internasional, Aliansi 
Mahasiswa Papua Selatan Peduli HAM, melakukan aksi long march dan mendatangi 
Kantor DPRD Kabupaten Merauke. Mereka menolak program MIFEE yang merampas 
tanah dan hutan adat di Papua selatan hingga mencapai 1,2 juta hektar, meminta 
pemerintah menghentikan ijin perusahaan yang melanggar HAM dan merusak hutan, 
termasuk menutup perusahaan milik PT. Korindo Group, dikarenakan tidak membawa 
dampat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adat di Papua bagian selatan. 
Pada aksi memperingati hari HAM di Jayapura, Sorong dan Timika, front aksi aliansi juga 
menuntut penutupan tambang PT. Freeport Indonesia. 

 
Dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Pasal 43 ayat (5), mengamanatkan 
pemerintah mempunyai kewajiban melakukan mediasi aktif dalam penyelesaian sengketa 
tanah adat, secara adil dan bijaksana. Tetapi hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan 
tanda dan upaya efektif untuk menyelesaikan konflik dan tuntuan masyarakat. 
 

Kebijakan TORA dan Upsus Pajale di Papua 
Pada April 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan Nomor 
SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk 
Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kebijakan ini diterbitkan sebagai 
bagian dari amanat Nawacita dan program jangka menengah pemerintahan Jokowi terkait 
dengan Reforma Agraria (RA). Program populis RA ini sangat menggembirakan dan seakan-akan 
menjawab menyelesaikan permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah, 
ketidakadilan ekonomi, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta 
penyelesaian konflik agraria. 
Namun, kebijakan dan program RA ini, berbeda dalam praktik 
dan menyimpang dari cita-cita perubahan sosial dan tujuan RA. 
Di Papua, pemerintah menetapkan kawasan hutan objek TORA 
sekitar 1.729.175 hektare atau sekitar 43 persen dari luas objek 
reforma agraria nasional (4,1 juta hektare). Kebanyakan tanah 
objek reforma agraria tersebut diperoleh dari kawasan hutan 
yang telah dilepaskan untuk perusahaan perkebunan kelapa 
sawit seluas 1.174.804 ha dan hutan produksi konversi (HPK) 
yang tidak produktif seluas 391.506 ha. 
Penetapan ini dipastikan melanggar hak-hak konstitusional dan 
hak-hak hukum Orang Asli Papua, karena dilakukan semena-
mena, tanpa ada konsultasi, sosialisasi, musyawarah dan mufakat bersama masyarakat adat 
setempat, yang diketahui sebagai penguasa dan pemilik tanah adat. Hal mana, secara defacto 
hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat secara turun temurun 
merekognisi hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kawasan hutan setempat. 

“Kawasan hutan objek TORA di 

Papua seluas 1.729.175 hektare 

atau sekitar 43 persen dari luas 

tanah objek reforma agraria 

nasional (4,1 juta hectare). 

Sebagian besar TORA tersebut 

diperoleh dari kawasan hutan 

yang telah dilepaskan untuk 

perusahaan perkebunan kelapa 

sawit seluas 1.174.804 hektare” 



Meskipun secara hukum, masih belum ada pengakuan pemerintah daerah dan Kementerian 
Lingkungan Hidup terhadap hak masyarakat atas tanah dan hutan adat di Papua, entah apa 
alasannya.  
Objek RA di Papua sebagian besar berada di kawasan hutan dan HPK yang dikonversi untuk 
lahan perkebunan, diketahui daerah tersebut masih berkonflik antara masyarakat adat pemilik 
tanah berhadapan dengan negara dan korporasi sebagai pemegang hak baru menguasai tanah 
dan kawasan hutan. Karenanya, kebijakan program RA ini justeru mendatangkan kecemasan 
dan memperluas ketegangan. Program RA ini juga dicurigai sebagai alat baru penguasa untuk 
mengkontrol dan memiliki tanah, melalui dan atau mengatasnamakan masyarakat. Dalam 
konteks misi RA di Papua, seharusnya program RA diarahkan pada pengakuan perlindungan 
terhadap hak-hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria. 
Isu lain terkait dengan siapa yang menjadi subjek RA? Apakah orang asli Papua (OAP)?. Jika 
subjeknya OAP tentunya tidak tepat karena tujuan dan sasaran RA adalah penduduk tanpa 
tanah? OAP bukan masyarakat tanpa tanah, mereka bermasalah dengan perampasan tanah dan 
penyingkiran akses atas tanah.  
Lalu, jika dimaksudkan sebagai subjek adalah penduduk baru yang didatangkan dari luar tanah 
Papua? bukankah ini akan menimbulkan masalah baru dan tidak sejalan dengan aspirasi OAP 
untuk membatasi penduduk baru datang?. Ketegangan horizontal sudah terjadi dibeberapa 
daerah terkait dengan kepentingan ekonomi yang berbeda dan praktik diskriminasi.  
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan program memfasilitasi kelembagaan koperasi sebagai 
wadah pembangunan kebun masyarakat terkait program redistribusi lahan. Program ini sangat 
menguntungkan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan 
kebun masyarakat.  
Di Papua, tidak banyak OAP terlibat secara penuh dalam seluruh tahapan kegiatan usaha 
perkebunan skala luas, karena masih baru dalam pengetahuan dan budaya mereka. 
Kebanyakan OAP dilibatkan hanya saat awal pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Jika 
subjeknya OAP dan diwadahkan dalam koperasi, tanpa terlibat sepenuhnya dalam kegiatan 
produksi perkebunan dan menggantungkan pada perusahaan, maka yang terjadi koperasi 
‘berjenggot’ mengakar keatas, kepada pemodal yang mengendalikan kebun. Artinya, kebijakan 
ini justeru menjadi jalan baru melegalkan perampasan tanah dan kontrol kegiatan produksi 
pada korporasi, yang sudah pasti eksploitatif, tidak adil dan merugikan masyarakat. 
Pada akhir Desember 2016, Menteri Pertanian dan Panglima TNI, membuat kesepakatan 
kerjasama untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan pertanian tahun 2016 dan 
2017. Program kerjasama ini bagian dari program percetakan sawah baru. Ombudsman RI 
pernah mempermasalahkan keterlibatan TNI dalam program ini, alasannya tidak ada dukungan 
regulasi yang patut, hanya berdasarkan Nota Kesepahaman. Semestinya harus ada keputusan 
politik presiden, namun SK dimaksud belum diterbitkan. Pelibatan TNI juga tidak sesuai dengan 
peran dan fungsi sebagai penjaga keamanan utama negara. Ombudsman juga menduga 
program percetakan sawah baru tidak dilakukan dengan kajian yang baik.4  

                                                           
4 Lihat: www.nasional.tempo.co, 14 Juni 2017, Ini Alasan Ombudsman Persoalkan TNI Terlibat Urusan Petani. 
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Beberapa waktu lalu, program percetakan sawah baru yang dilaksanakan oleh Kementerian 
BUMN mempunyai masalah korupsi dan menjerat Menteri BUMN, Dahlan Iskan, serta salah 
satu penyidik Bareskrim Polri Ajun Komisaris Besar Polisi Raden Brotoseno. 
Di Papua, TNI bekerjasama dengan Dinas Pertanian melakukan Upsus Pajale, singkatan dari 
Upaya Khusus dengan tanaman padi, jagung dan kedelai, wujud program ketahanan pangan 
dan mendukung swasembada pangan nasional. Di wilayah pesisir tanah Papua, pemerintah 
daerah setempat merencanakan pembukaan sawah baru seluas rata-rata 1000 hektare per 
kabupaten dan melibatkan TNI sebagai penanggung jawab pembukaan lahan.  
Belum ada dokumentasi dan informasi data memadai terkait upaya khusus perluasan sawah 
baru, utamanya terkait dengan objek dan subyek penerima manfaat. Program ini sepertinya 
mengulang program swasembada beras pada tahuan 1980 an, hanya menguntungkan bagi para 
imigran dari luar Papua, yang mempunyai pengalaman menggarap sawah. OAP mempunyai 
pengetahuan dan budaya ekonomi dari meramu hasil hutan dan dusun sumber pangan, tetapi 
bukan itu menjadi sasaran, mungkin karena dianggap tradisional, berskala kecil, tidak cocok 
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  
Di daerah pengembangan transmigrasi di Merauke, Nabire, Jayapura dan Sorong, program 
percetakan sawah dapat berjalan. Namun di daerah tertentu yang didiami penduduk asli, 
seperti di Kampung Waijan, Distrik Salawati, Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Senderawoi, 
Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, kawasan hutan dan dusun sagu milik masyarakat 
setempat digusur dan dibuat sawah baru oleh aparat TNI setempat, tanpa ada ijin. Masyarakat 
tidak berani protes atau menolak program ini. Lahan sawah baru terbengkalai dan tidak jelas 
siapa penerima manfaat.  
 
 
 

 
 

Credit photo by Fecky Mobalen 



Penutup 

Pemerintah harus menghentikan perampasan tanah masyarakat adat Papua karena 
bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Paradigma dan kebijakan 
pembangunan yang mengutamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan berbasis pada 
modal besar harus diubah menjadi kebijakan pembangunan yang menjunjung tinggi HAM, 
mengutamakan keadilan, pengetahuan dan kepentingan masyarakat adat Papua, serta 
keberlanjutan lingkungan alam.  
Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu dan 
menghentikan pendekatan keamanan dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi, hukum dan 
politik. Penyelesaian dimaksud tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi diperlukan langkah 
dan aksi-aksi nyata, termasuk pemulihan hak-hak korban dan keluarganya. Bagaimanapun 
pendekatan keamanan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini mengesankan sistem 
kolonialistik dan tidak mencitrakan negara demokratik sebagaimana tertuang dalam konstitusi.  
Kami juga mendesak kepada pemerintah secara sungguh-sungguh memenuhi, mengakui, 
menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat adat Papua, termasuk hak 
atas tanah. Perwujudan dari pemenuhan hak tersebut tidak hanya sebagai SK (Surat Keputusan) 
pengakuan “yang belum terjadi”, tetapi juga meninjau kembali dan mencabut ketentuan 
kebijakan dan perijinan perusahaan yang melanggar dan merugikan hak-hak masyarakat adat, 
yang menyebabkan terjadinya perampasan tanah dan mengancam kelestarian lingkungan 
hidup, serta menyelesaikan konflik-konflik perampasan tanah.  
Peran aktivis dan organisasi perjuangan HAM, masyarakat adat dan lingkungan, harus dihormati 
dan dilindungi. Hakikat penghormatan terhadap HAM artinya pemerintah maupun korporasi 
harus menghargai hak-hak dasar warga untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan 
kejam yang tidak manusiawi, bebas berekspresi, bebas menentukan pembangunan. Pemerintah 
harus melindungi dan mencegah para aktivis dari tindakan yang tidak manusiawi. Perwujudan 
dari upaya pemenuhan hak-hak para aktivis adalah pemerintah juga harus meninjau kembali 
dan memberikan kebebasan pada para tahanan politik dan keadilan bagi korban kriminalisasi 
yang ditahan karena aksi protes terhadap perampasan tanah. Pemerintah wajib mengusut, 
mengadili dan memberikan hukuman secara adil kepada pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan 
yang mengorbankan masyarakat dan aktivis. 

PUSAKA 
Kompleks Rawa Bambu I, Jl. H No. 4, 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520), Indonesia. 
T/F. +62 21 7800844. 
 
WALHI Papua 
Jl. Jeruk Nipis, Kel. Wahno Kotaraja, Kota Jayapura, 
Provinsi Papua. Email: walhipapua@yahoo.co.id 
 
JERAT Papua 
Jalan Karang, Gang II No. 2, belakang Mall Mega, Kel. 
Waena, Kota Jayapura  (99358), Provinsi Papua. 
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KPKC GKI di Tanah Papua 
Jl. Argapura 9, Kotak Pos 1160, Jayapura (99222) 
Provinsi Papua. Fax. +62 967 533192. 
 
SKP KC Fransiskan Papua 
Jl. Raya Sentani – Kemiri, Kompleks Misi Katolik Biara 
Santo Antonius Padua, Kota Jayapura, Provinsi 
Papua. 
 
SKP Keuskupan Agung Merauke 
Jalan Kimaam No. 02, Merauke, Provinsi Papua. T/F. 
+62 971 326614 
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